115

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku
A.P.Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung : Mandar

Maju
Adrian Sutedi. 2014. Peralihan Hak Atas Tanah danPendaftarannya.. Sinar
Gafika. Jakarta.

----------------- 2012. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Gafika.

Ana Silviana. 2010. Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah. Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.
Andika Wijaya. 2017. Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan

Pembayaran Secara Perxis. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Andrian Sutedi. 2010. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta:

Sinar Grafika.

Biro Hukum dan Humas BPN. Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Jakarta: Koperasi Pegawai BPN

Boedi Harsono. 2005. Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-
Undang PokokAgraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta : Penerbit

Djambatan.

Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto. 1985. Eksistensi Prona Sebagai
Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Effendi Perangin. 1991. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali.



116

.2007. Hukum Agraria Di Indonesia. Suatu Telaah Dari Sudut
Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

H. Salim. HS.. 2016. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Jakarta: RajaGrafindo.

Habib Adjie. 2009. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia.

Bandung : Citra Aditya Bakti.

-------------- . 2009. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik. Bandung : Refika Aditama.

Hans Kelsen. 2011. “General Theory of Law and State”. diterjemahkan oleh

Rasisul Muttagien. Bandung : Nusa Media.

Herman Hermit. 2009. Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak milik.

Tanah Negara. Tanah Pemda dan Balik Nama. Bandung : Mandar Maju.

Irawan Soerodjo. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya
: Arkola.

John Rawls. 2006. A4 Theory of Justice. London: Oxford University press. yang
sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru
Prasetyo. Teori Keadilan. . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Maria S.W. Sumardjono. 2005. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan

Implementasi Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Muammar Himawan. 2004. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Jakarta: Bina

IImu.



117

Muhammad Bakri. 2007. Hak Menguasai Tanah oleh Negara. Yogyakarta: Citra
Media.

Prajudi Admosudirjo. 2001. Teori Kewenangan. Jakarta : Rineka Cipta.

Soedjono Dirdjosisworo. 2001. Pengantar Ilmu Hukum..Radja Grafindo Persada.
Jakarta.

Soejono Soekamto. 1986.Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Ul Press.

dan Sri Mamudi. 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

. 2003. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakrta : Radja Grafindo

Persada.

Sudargo Gautama. Ellyda T. Soetijarto. 1960. Tafsiran Undang-Undang Pokok

Agraria. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sumadi Suryabrata. 1998. Metodologi Penelitian. Jakarta. Raja Gofindo.
Urip Santoso. 2011. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta:

Kencana.

Winahyu Erwiningsih. 2009. Hak Menguasai Negara atas Tanah. Yogyakarta:

Total Media.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok

Agraria.



118

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun
2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Panitia Pemeriksaan Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

dan Kantor Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Jurnal

Boedi Harsono. 2007. PPAT Sejarah. Tugas dan Kewenangannya. Jakarta :

Majalah Renvoi. No. 884. IV.

Jimly Asshiddigie. 2003. Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta

Tanah. Media Notariat Edisi April-Juni.



119

Sumber Internet

http://kamushukum.web.id/ diakses tanggal 7 Juli 2025, pukul 20.15 WIB

http://bukupertanahan.blogspot.com/2012/07/pendaftaran-tanah-secara-
sistematik 2195.html. diakses Pada tanggal 12 Juli 2025 Pukul 19.00


http://kamushukum.web.id/
http://bukupertanahan.blogspot.com/2012/07/pendaftaran-tanah-secara-sistematik_2195.html
http://bukupertanahan.blogspot.com/2012/07/pendaftaran-tanah-secara-sistematik_2195.html
http://bukupertanahan.blogspot.com/2012/07/pendaftaran-tanah-secara-sistematik_2195.html

